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Abstract. This study aims to determine the responsibility of the Kupang City Trade Office for the supervision and
control of the sale of used clothes in Kupang City as well as the inhibiting factors for the implementation of the
responsibility of the Kupang City Trade Office for the supervision and control of the sale of used clothes in Kupang
City. To answer the above problems, this research method uses the Empirical Law research method using primary
data and secondary data. The results of the discussion in this study show that, (1) The implementation of the
responsibility of the Kupang City Trade Office for the supervision and control of the sale of used clothes The
Kupang City Trade Office has never formed a single derivative policy/regulation as a follow-up to the regulation
of the Minister of Trade No. 40 of 2022 on the ban on the import of used clothes, coordination between the Trade
Office and SATPOL PP which is carried out in measuring the extent of the stages of Supervision and The control
of the sale of used clothes has not been effective, the socialization carried out by the Kupang City Trade Office
does not cover the possibility that the Kupang City Trade Office still finds business actors who sell used clothes.
(2) Factors that hinder the implementation of the responsibility of the Kupang City Trade Office for the
supervision and control of the sale of used clothes in Kupang City, namely Human resources owned by Trade
Office employees are still not good, The low awareness of traders and consumers towards the applicable law
makes business actors continue to sell used clothes even though there are regulations on the prohibition of selling
used clothes, Inadequate infrastructure greatly affects the responsibility of the Trade Office in supervising and
controlling imported used clothes in Kupang City as well as the culture of shopping for imported clothes, this
culture is very popular among people to wear used clothes.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap
pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas di Kota Kupang serta faktor penghambat Pelaksanaan
tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas
di Kota Kupang . Untuk menjawab permasalahan di atas, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian
Hukum Empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil pembahasan pada penelitian ini
menunjukkan bahwa, (1) Pelaksanaan tanggung jawab dinas perdagangan kota kupang terhadap pengawasan dan
penertiban penjualan pakaian bekas Dinas Perdagangan Kota Kupang tidak pernah membentuk satupun
kebijakan/peraturan turunan sebagai tindaklanjut dari peraturan Menteri perdagangan No. 40 Tahun 2022 terhadap
larangan impor pakaian bekas, koordinasi antara Dinas Perdagangan dan SATPOL PP yang dilakukan dalam
mengukur sejauh mana tahapan Pengawasan dan Penertiban penjualan pakaian bekas belum efektif, sosialisasi
yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Kupang tidak menutupi kemungkinan Dinas Perdagangan Kota
Kupang masih menemukan pelaku usaha yang menjual pakaian bekas. (2) Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan
tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas
di Kota Kupang, yaitu Sumber daya manusia yang dimiliki Pegawai Dinas Perdagangan masih kurang baik,
Rendahnya kesadaran pedagang dan konsumen terhadap hukum yang berlaku membuat pelaku usaha terus
berjualan pakaian bekas walaupun sudah ada peraturan tentang larangan penjualan pakaian bekas, Sarana
prasarana yang belum memadai sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab Dinas Perdagangan dalam
melakukan pengawasan dan penertiban pakaian bekas impor di Kota Kupang serta Budaya berbelanja pakaian
impor, budaya ini yang sangat menjadi tren di kalangan masyarakat untuk memakai pakaian bekas.

Kata Kunci: Pengawasan, Penertiban, Pakaian bekas.
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1. LATAR BELAKANG

Perkembangan era globalisasi telah banyak membawa perubahan dalam kegiatan
perekonomian, terutama mengenai perdagangan. Dapat diketahui salah satu sektor
penunjang kegiatan ekonomi yaitu sektor jasa yang menjalin hubungan antar bangsa dan
negara melalui perdagangan. Dalam perkembangan globalisasi serta perdagangan
internasional di masa sekarang ini, banyak produk impor berdatangan kedalam negeri.
Contohnya seperti pakaian. Pakaian merupakan kepentingan yang dibutuhkan oleh khalayak
banyak di mana pakaian ini berguna untuk melindungi dan menutupi tubuh dalam
melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk pemenuhan akan kebutuhan pakaian yang layak,
berbeda harga dan kualitas pakaian baru dengan pakaian bekas. Maka dari itu, memunculkan
peluang bisnis baru bagi pelaku usaha untuk menyediakan kebutuhan pakaian yang jenis
dan modelnya berkualitas namun memiliki harga yang terjangkau, sehingga muncul usaha
Thrifting di mana usaha ini merupakan aktivitas berbelanja pakaian bekas.

Berdasarkan kebutuhan fashion saat ini, dengan hadirnya usaha thrifting memenuhi
standar keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan gaya hidupnya, kebutuhan
masyarakat berganti seiring perkembangan zaman, dengan kemajuan dalam sektor
perdagangan membuat masyarakat mempunyai kebiasaan membeli pakaian bekas di
karenakan harga yang murah serta brand pakaian luar negeri. Usaha ini marak ditemui di
tengah masyarakat dan bisa dikatakan sebagai usaha yang jumlah peminatnya cukup
banyak, bahkan sampai kalangan muda mudi bergelut dalam usaha ini. Peminatnya bukan
hanya dari masyarakat yang tingkat ekonominya menegah kebawah, namun juga
masyarakat yang tingkat ekonominya tinggi pun tak luput di temui sebagai konsumen.
Banyaknya pengimporan pakaian bekas ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
eksistensi penjualannya telah merembet ke kota-kota kecil salah satunya adalah Kota
Kupang.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor
40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun
2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang impor. Ketentuan tersebut
mengatur larangan penjualan pakaian bekas. Peraturan menegaskan bahwa sebagaimana
yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Lampiran Il mengatur jenis barang yang dilarang
impor, di antaranya adalah kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Dengan
Banyaknya perdagangan pakaian bekas impor yang ada di Kota Kupang telah menimbulkan
persoalan terhadap ekonomi domestik terutama (UMKM) serta buruk bagi penggunanya.

Meskipun selama ini belum ada peraturanresmi yang mengatur mengenai larangan
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perdagangan pakaian bekas impor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang. Akan
tetapi, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40. Terkait dengan itu, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) Tentang Perdagangan juga menyatakan
bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Selanjutnya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebut (UUPK) mengatur
pakaian bekas impor dilarang untuk diperdagangkan dengan alasan melindungi kesehatan
dan keselamatan manusia. Permasalahan mengenai pakaian bekas impor yang tidak layak
untuk digunakan. Konsumen yang menggunakan pakaian bekas impor tersebut perlu
diperhatikan. Oleh karena itu, penanganan perdagangan pakaian bekas impor sangat
dibutuhkah guna untuk menanggulangi jumlah pakaian bekas yang ada di Kota Kupang.
Perkembangan perdagangan pakaian bekas impor terlihat jelas saat ini, salah satu
sentra penjualan pakaian bekas impor yang cukup terkenal di Kota Kupang yaitu di Pasar
Impres Kelurahan Naikoten, Kota Kupang. Terdapat berbagai jenis pakaian bekas impor
yang diperdagangkan di tempat ini, mulai dari baju, celana, tas, jaket, sepatu, sendal, hingga
pakaian dalam. Akan tetapi ada sisi lain yang diabaikan pelaku usaha. Pelaku usaha hanya
mengutamakan keuntungan dari kegiatan perdagangan dan mengesampingkan peraturan
mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 UUPK
mengatakan “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang
dimaksud.” Pasal ini menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual pakaian
bekas impor untuk konsumen. Dapat diketahui bersama, permasalahan mengenai
perdagangan pakaian bekas impor ini tidak luput dari pengetahuan berbagai pihak, baik itu
pelaku usaha maupun pemerintah. Penegak hukum juga sangat dibutuhkan karena
mempunyai peran penting dalam memfungsikan hukum, dalam hal ini penegak hukum yang
bertugas dalam bidang pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Kupang

adalah Dinas Perdagang Kota Kupang.

. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Terkait dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan sociolegal dan pendekatan konseptual. Aspek
yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang
Terhadap Pengawasan dan Penertiban Penjualan Pakaian bekas ditinjau dari Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan
Faktor penghambat pelakasananan tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang
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terhadap Penertiban dan Pengawasan penjualan pakaian bekas ditinjau dari peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan
studi dokumentasi, Setelah melakukan pengumpulan data peneliti kemudian melanjutkan ke
teknik pengolahan data, yaitu pemeriksaan data (editing), verifikasi dan data dianalisis

dengan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meringkas data.

. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang Terhadap Pengawasan Dan
Penertiban Penjualan Pakaian Bekas di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan
Menteri No 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas

Pelaksanan tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap Penertiban
dan Pengawasan Pakaian Bekas Impor di Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang dan barang dilarang impor
dilakukan dengan cara.
1. Delegasi Kewenangan Pengawasan Dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Kupang
serta observasi yang penulis lakukan bahwa kegiatan pengawasan dan penertiban oleh
Dinas Perdagangan Kota Kupang sudah dilakukan dengan cara melakukan pembinaan
atau sosialisasi terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas mengenai aturan yang dikeluarkan
Menteri Perdagangan No 40 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Kupang.
Pengawasan tidak akan efektif karena dinas perdagangan kota kupang belum memiliki
tanggung jawab yang lengkap baik membentuk kebijakan maupun pengawasan dan
penertiban mengenai aturan yang terbit diatas tahun 2022 sanksinya hanya administratif
saja yang mana sanksinya tidak bersifat badan hukum itulah yang membuat pelaku usaha
pakaian bekas merasa mereka dapat terus menjual pakaian bekas tanpa konsekuensi
serius.

Pengawasan lainya dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang berada di setiap
daerah. Dinas perdagangan bertugas memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi.
Namun, efektivitas pengawasan ini sangat tergantung pada kerjasama antar instansi yang
ada. Tanpa adanya kerjasama yang baik antar instansi, pengawasan tidak akan berjalan
efektif
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2. Koordinasi Dinas Perdagangan Kota Kupang dengan Badan Satpol- Terhadap
Penegakan Hukum Penertiban Pakaian Bekas

Tiga tahun terakhir Dinas Perdagangan dan Satpol-Pp saling berkoordinasi
melalui rapat. Dalam rapat Dinas Perdagangan dan Satpol-PP akan menyiapakan agenda
yang diterapkan di lokasi penertiban pelaku usaha pakaian bekas seperti memberikan
arahan, sosialisasi, pembinaan bahwa menjual pakaian bekas itu tidak di benarkan oleh
Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ada peraturan Menteri Perdagangan No. 40
Tahun 2022 Tentang larangan impor Pakaian bekas. Ada juga arahan kepada konsumen
bahwa membeli pakain bekas itu berdampak karena kita tidak mengetahui kualitas dan
Standar Nasional Indonesia (SNI).

Penegak hukum merupakan proses atau upaya berlakunya norma- norma hukum
yang telah diatur penegakan hukum tersebut dimaksudkan untuk menjamin
kepentingannya mayoritas masyarakat yang membeli pakaian bekas impor di pasar
Inpres Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang sebenarnya memiliki tanggung jawab yang kompleks
dan berjenjang dalam menindaklanjuti penjualan barang bekas impor, khususnya pakaian
bekas. Meskipun upaya sosialisasi terhadap para pelaku pedagang pakaian bekas sudah
dilakukan tanpah disadari penjualan pakaian bekas di Kota Kupang akan terus terjadi
karena tidak ada tindak lanjut yang serius seperti penyelidikan, penyitaan, dan pemberian
sanksi. Pemberian sanksi yang tidak bersifat badan hukum itulah yang membuat
penegakan peraturan larangan penjualan pakaian bekas tidak efektif.

3. Sosialisasi Terhadap Pelaku Usaha

Sosialisasi terhadap pelaku usaha di lakukan oleh Dinas Perdagangan Kota
Kupang. Dinas Perdagangan tidak bergerak sendiri dinas perdagangan di bantu aparat
setempat seperti Satuan Pol-PP Peran penting dalam taraf sosialisasi terhadap pelaku
usaha merupakan suatu mekanisme dalam proses pengendalian social, metode yang
digunakan Dinas Perdagangan dalam penegakan hukum penjualan pakaian bekas ialah
langsung turun melakukan kunjungan ke lokasi usaha pakaian bekas memberikan
penjelasan secara tatap muka dan menjawab pertanyaan langsung dari pelaku usaha.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pedagang dan konsumen pakaian bekas di
pasar Inpres Naikoten 1 Kota kupang yang terdiri dari 7 orang pelaku usaha pelaku
pedagang pakaian bekas impor dan 6 orang konsumen pakaian bekas impor bahwa
sebanyak 2 orang yang tahu dan 5 orang pelaku usaha yang tidak menyadari akan dampak
dari penjualan pakaian bekas impor di pasar Inpres Naikoten Kota Kupang.
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Kurangnya ekonomi yang dimiliki setiap pedagang pakaian bekas membuat
pelaku usaha terus berjualan sehingga penjualan pakaian bekas tetap berjalan di pasar
Inpres Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan sosialisasi mengenai larangan
impor dan penjualan pakaian bekas, namun tidak ada tindak lanjut yang konkret. Hal ini
mengakibatkan para pedagang tetap menjual barang bekas impor mereka dan
mengabaikan instruksi pemerintah. Tanpa langkah-langkah tegas setelah sosialisasi,
aturan ini tidak akan efektif dalam mengubah perilaku pedagang dan mencapai
tujuannya. Berdasarkan responden dari berberapa pelaku usaha pakaian bekas di Pasar
Inpres Naikoten Kota Kupang dapat dikatakan bhawa pemerintah sulit melakukan
penertiban penjualan pakaian bekas ini karena dari sudut pandang SDM yang dimiliki
pelaku usaha sangatlah rendah kepatuhan terhadap regulasi yang ada tidak membuat
mereka sadar bhawa pentingnya larangan penjualan pakaian bekas. Tidak bisa kita
pungkiri bhawa rata-rata pelaku usaha pakaian bekas tingkat pendidikanya hanya sekolah
dasar (SD).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota dan
Satpol Pp Kupang Terhadap Pengawasan dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas
Ditinjau Dari Peraturan Menteri No 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor
Pakaian Bekas
1. Sumber daya Manusia dan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan temuan peneliti diketahui bahwa jumlah pegawai yang memiliki
latar belakang sarjana 8 orang yang terdiri 4 orang SE ,1 orang S.SOS, SPT 1 orang,
ST 1 orang, SH 1 orang, SMA 4 orang dan pegawai tidak 2 orang. Dapat dilihat bahwa
pegawai terhadap bidang pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas ditinjau
dari peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian
bekas di Kota Kupang. Hanya beberapa saja yang memiliki latar belakang sarjana.
Pengawasan dan penertiban bukan merupakan sarjana ekonomi saja. Pengawasan dan
Penertiban sangat memerlukan pegawai yang memiliki Pendidikan di bidang teknik.
Sarjana teknik ini sangat dibutuhkan di dalam Dinas Perdagangan kota Kupang untuk
menunjang kinerja sesuai dengan ilmu pengetahuan keterampilan dari setiap pegawai.
Pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan dan keterampilan serta potensi
yang dimiliki seseorang dalam hal ini pegawai Dinas Perdagangan Kota Kupang. Salah
satunya faktor untuk mengatur sumber daya manusia adalah tingkat Pendidikan di mana
latar belakang Pendidikan turut menentukan kualitas dan kualitas seorang pegawai.
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Dinas Perdagangan serta instansi terkait di Kota Kupang menghadapi
keterbatasan dalam jumlah petugas yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan
penegakan hukum. Dengan jumlah tenaga kerja yang tidak mencukupi, pengawasan di
lapangan menjadi tidak optimal. Pasar-pasar dan pusat perdagangan yang perlu diawasi
secara rutin mungkin tidak dapat dipantau dengan frekuensi yang cukup, sehingga
pelanggaran aturan lebih mudah terjadi dan tidak segera terdeteksi.

Dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, pengawasan menjadi tidak konsisten.
Pasar-pasar dan pusat perdagangan mungkin hanya diperiksa secara sporadis,
memungkinkan pedagang untuk mengelabui pengawasan dan melanjutkan penjualan
pakaian bekas impor tanpa takut ditindak. Inkonsistensi ini melemahkan upaya
penegakan hukum dan mengurangi efektivitas aturan yang telah ditetapkan.
Rendahnya Kesadaran Pedagang dan Konsumen

Pentingnya kesadaran di kalangan pedagang dan konsumen sangat
mempengaruhi dampak signifikan pada berbagai aspek ekonomi dan social praktik

Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan para pedagang semakin leluasa untuk
melakukan praktek jual beli pakaian bekas impor. Pelanggaran hukum yang tidak
disadari oleh setiap pedagang pakaian bekas impor seperti menjual pakaian bekas yang
rusak bisa melanggar regulasi perlindungan konsumen atau peraturan sanitasi yang
berlaku.

Guna mengetahui taraf kesadaran para pedagang pakaian bekas di Pasar di Kota
Kupang terhadap larangan penjualan pakaian bekas maka peneliti mengkaji berberapa
aspek-aspek sebagai berikut.

a. Pengetahuan Hukum Pedagang Pakaian Bekas
Merupakan pengetahuan Pedagang pakaian menjual pakaian bekas dengan
perilaku tertentu yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengetahuan hukum pelaku usaha
pakaian bekas di pasar Inpres Kota Kupang masih kurang terkait dengan larangan

penjualan pakaian bekas impor.

b. Pemahaman Hukum Pedagang Pakaian Bekas
Pedagang pakaian bekas suatu pemahaman seseorang yang dapat
memepengaruhi pandangan, perubahan sikap, serta orientasi perubahan pada
masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu

tingkah laku.
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Pelaku usaha pakaian bekas impor di Pasar Inpres Naikoten dengan peraturan

berjumlah yang paham 2 orang (35%) dan yang tidak paham 5 orang (65%).
c. Sikap Hukum Pedagang Pakaian Bekas

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum
karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi
kehidupan manusia.

Sikap pedagang pakaian bekas yang tidak tahu 65% 5 orang dan yang tahu
35% 2 orang. Dengan demikian demikian sikap hukum Pedagang pakaian bekas
impor masih banyak yang belum tau.

d. Perilaku Hukum Pedagang Pakaian Bekas

lalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat.
Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana pula
pedagaang pakaian bekas mematuhinya. Berdasarkan hasil observasi penulis
mengenai sejauh mana pola perilaku hukum tentang berlakunya atau tidaknya aturan
hukum setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa belum diberlakunya secara
maksimal sehingga membuat pedagang pakaian bekas tidak mematuhi aturan hukum
tersebut, hal ini dibuktikan dengan masih adanya penjualan pakaian bekas di Kota
Kupang.

Peneliti menyimpulkan kurangnya kesadaran Pedagang pakaian bekas dan
Konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini,
pedagang yang dimaksud adalah pedagang yang masih melakukan kegiatan
perdagangan pakaian bekas impor, dimana dalam hal kegiatan impor dan kegiatan
perdagangannya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Serta Anggaran

Keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang teleh
direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki termasuk sarana dan prasarana kantor.
Sarana dan prasarana kantor mempunyai pengaruh besar dalam usaha meningkatkan
efesiensi dan efektivitas kerja karena mempunyai peran yaitu menfasilitasi pegawai
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar penyelenggaraan kegiatan
administrasi dan operasional lainnya dapat berjalan dengan lancar.

Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah mengenai pengawasan
terhadap penertiban pakaian bekas kurang memadai karena anggaran tersebut bukan
khusus di bidang perdagangan saja melainkan bidang sekertariat industri dan
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kemeteorologian ini berarti sumber daya yang tersedia mungkin tidak cukup untuk
menangani semua aspek yang diperlukan. Misalnya, mungkin tidak ada dana yang
cukup untuk membeli peralatan penunjang dalam proses menyelenggarakan pelatihan
untuk petugas, atau melaksanakan kampanye penyuluhan public.

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan
minimya anggaran untuk Dinas Perdagangan Kota Kupang merupakan suatu
kelemahan dan hambatan yang membuat kinerja kerja Dinas Perdagangan dalam
melaksanakaan tanggung jawab terhadap pengawasa penjualan pakaian bekas belum
terlaksana dengan baik.

rutinitas kerja dari pegawai Dinas Perdagangan Kota Kupang khusunya
terhadap pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas ditinjau dari Peraturan
Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
belum efektif karena tidak di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal
ini dapat dilihat dari apabila pegawai kerja dengan ketersediaan fasilitas perkantoran
yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Kupang.

Ketika Dinas Perdagangan menghadapi keterbatasan dalam hal ini, beberapa
aspek penertiban bisa terhambat terhadap penjualan pakaian bekas illegal di Kota
Kupang. Seperti juga dalam pelaksanaan kegiatan atau program terkait  dengan
pengawasan dan pengendalian penjualan pakaian bekas di Kota Kupang sangat
tergantung dengan adanya biaya atau dana yang tersedia sehingga pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Perdagangan belum sepenuhnya optimal.

Dari pemaparan di atas peneliti mengkaji bahwa ketersediaan dan penggunaan
alat-alat ini sangat penting untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap
perdagangan pakaian bekas. Dengan peralatan yang memadai, Dinas Perdagangan
dapat melakukan inspeksi yang menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap regulasi,
dan melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan keselamatan.

Budaya Berbelanja Pakaian Bekas Impor

Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, budaya berbelanja pakaian bekas impor
atau thrifting mulai menunjukkan geliatnya. Dikenal dengan sebutan "‘rombengan”,
aktivitas ini telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Kupang, terutama bagi
konsumen yang ingin mencari pakaian berkualitas dengan harga terjangkau.

Budaya berbelanja pakaian bekas impor di Kota Kupang merupakan tren yang

positif dan memiliki banyak manfaat. Dengan terus berkembangnya tren ini, diharapkan
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dapat mendorong perubahan ke arah industri fashion yang lebih berkelanjutan dan

konsumsi yang lebih bertanggung jawab di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha dan konsumen tersebut,

dapat diketahui bahwa Tanggung Jawab Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40

Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang Impor memang tidak

berjalan secara optimal.

Faktor-faktor yang mendukung aktivitas perdagangan pakaian bekas impor tersebut

adalah:

1) Peminatnya masih ada yang menjadikan salah satu alasan pelaku usaha masih
bertahan menjual pakaian bekas impor.

2) Ekonomi masyarakat yang minim dan kebutuhan hidup yang banyak yang
menjadikan konsumen cenderung memilih pakaian bekas impor. Bagi mereka,
kondisi pakaian bekas yang tidak sebagus pakaian baru tidak terlalu menjadi masalah
sebab bisa diakali dengan dicuci bersih selama pakaian tersebut masih layak pakai.

3) Modal untuk membuka usaha pakaian bekas impor cukup murah yaitu Rp4.000.000
— Rp8.000.000 untuk satu bal berisi sekitar ratusan pakaian sehingga sesuai bagi

pelaku usaha dengan modal pas-pasan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
A. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap
pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas impor ditinjau dari

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor

Pakaian bekas.

1. Meski sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 tentang larangan
impor pakaian bekas. Sampai saat ini Dinas Perdagangan Kota Kupang tidak pernah
membentuk satupun kebijakan/peraturan turunan sebagai tindaklanjut dari peraturan
Menteri perdagangan No. 40 Tahun 2022 terhadap larangan impor pakaian bekas. Hal
ini sangat dibutuhkan karena selain memberikan perlindungan pada masyarakat dari
dampak-dampak pakaian bekas impor yang marak saat ini itulah yang membuat
penjualan pakaian bekas terus berlangsung..

2. Selanjutnya terkait koordinasi antara Dinas Perdagangan dan SATPOL PP yang
dilakukan dalam mengukur sejauh mana tahapan Pengawasan dan Penertiban

penjualan pakaian bekas belum efektif karena pihak Satpol Pp tidak memiliki SOP
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dan tanggung jawab yang lengkap dalam menangani penertiban dan pengawasan
pakaian bekas. Hal itulah yang membuat penjualan pakaian bekas di Kota Kupang
masih terjadi.

3. Meskipun pada tahap sosialisasi telah dilakukan tidak menutupi kemungkinan Dinas
Perdagangan Kota Kupang masih menemukan pelaku usaha yang menjual pakaian
bekas. Kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku usaha dikarenakan
aturan yang terbit diatas tahun 2022 sanksinya hanya bersifat administratif saja yang
mana tidak bersifat badan hukum itulah yang membuat pelaku usaha pakaian bekas
merasa mereka dapat terus menjual pakaian bekas tanpa konsekuensi serius dari Dinas
Perdagangan kota kupang.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota
Kupang terhadap Pengawasan dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas ditinjau
dari Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor
Pakaian bekas
1. Sumber daya manusia yang dimiliki Pegawai Dinas Perdagangan masih kurang baik

itu terkait dengan kuantitas dalam hal ini dari segi Pengawasan dan Penertiban yang
mana kendala internalnya yaitu terbatasnya jumlah petugas barang kena jasa (PPBJ)
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dari Dinas
hanya ada dua orang saja di Dinas Perdagangan Kota Kupang

2. Rendahnya kesadaran pedagang dan konsumen terhadap hukum yang berlaku
membuat pelaku usaha terus berjualan pakaian bekas walaupun sudah ada peraturan
tentang larangan penjualan pakaian bekas di Pasar Inpres Kota Kupang. Begitupun
dengan konsumen yang tergiur dengan harga yang terjangkau dan relatif murah
menjadikan banyaknya permintaan terhadap pengadaan pakaian bekas. Oleh karena
itu, tanggung jawab dinas perdagangan Kota Kupang terhadap penjualan pakaian
bekas menjadi tidak efektif.

3. Sarana prasarana yang belum memadai sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab
Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan dan penertiban pakaian bekas
impor di Kota Kupang. Terbatasnya sarana dan prasarana juga mengakibatkan
pengawasan dan penertiban menjadi lambat dan tidak merata.

4. Budaya berbelanja pakaian impor, budaya ini yang sangat menjadi tren di kalangan
masyarakat untuk memakai pakaian bekas dengan model-model yang ternama dan
harga terjangkau membuat masyarakat lebih sering bahkan sudah menjadi kewajiban
untuk membeli pakaian bekas impor.
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Saran

Dengan menyadari kesimpulan di atas sebagai rekomendasi harus adanya

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah Kota Kupang dapat mengeluarkan
Peraturan turunan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun
2022 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai
kepastian hukum dan juga memeberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak-
dampak pakaian bekas impor yang penjualan sangat marak terjadinya di Kota Kupang.

. Diharapkan upaya perbaikan terhadap Dinas Perdagangan dan Satpol Pp Kota Kupang
agar dapat bekerja sama dan saling berkordinasi agar dalam pelaksanaan yang seterusnya
baik itu presonil atau satuan tugas pengawasan maupun sarana dan prasarana lebih
ditingkatkan dan dimajukan atau didahulukan dan bekerja secara totalitas

. Diharapkan Dinas Perdagangan lebih memperhatikan terkait sarana dan prasarana yang
ada, agar dalam pelaksaan Pengawasan dan Penertiban penjualan pakaian bekas berjalan
dengan efektif dan efisien.

. Diharapkan pelaku usaha lebih memahami lagi tentang adanya aturan yang mengatur
tentang penjualan pakaian bekas impor tersebut sehingga aturan yang dikeluarkan oleh
Menteri Perdagangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

. Diharapkan konsumen lebih teliti dalam memilih pakaian bekas impor terlebih pakaian
ini merupakan pakaian yang telah digunakan seseorang yang tidak diketahui identitas
pemilik pakaian sebelumnya, dan konsumen juga harus memikirkan dampak-dampak apa
saja yang akan didapatkan apabila menggunakan pakaian bekas terutama untuk kesehatan
jangan sampai hanya tergiur dengan harga yang murah namun mengabaikan hal-hal

negatif yang mungkin terjadi.
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